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MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

(Peraturan Menteri Keuangan R
tanggal 3 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

d.

bahwa untuk melaksanakan penyaluran anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/
Lembaga yang tertib, afisien, ekonomis, efek-
tif. transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,
perlu mengatur ketentuan mengenal pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak terma-
suk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kement-
erian Negara/Lembaga;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuan-
gan selaku Bendahara Umum Negara berwenang
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
anggaran negara;

pahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Me-
kanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemer-
intah pada Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-
publik indonesia Tahun 2004 Nomor b, Tamba-
han Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten-
tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomar 542
3);

MEMUTUSKAN:

1 Nomor 168/PMK.05/201 5,

Menetapkan :

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ME-
KANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEM-
BAGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan
oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok
masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemer-
intah.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjut-
nya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran yang digunakan se bagai acuan Peng-
guna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dari Belanja Negara {APBN).

3. Pengguna Anggaran yang selanj utnya disingkat
PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang ber-
tanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.

A Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian ke-
wenangan dan tanggung jawab penggunaan ang-
garan pada Kementertan Negara/Lembaga yang
bersangkutan.

5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker
adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/
Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah
yang melaksanakan kegiatan Kementerian Nega-
ra/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tang-
gung jawab penggunaan anggaran.

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dis-
ingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenan-
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Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada
penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam
bentuk :

a. Uang; atau
b. Barang.

Pasal 25
{1) Bantuan sarana/présarana daiam bentuk uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a,
diberikan dengan ketentuan:
a. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau di-
hasilkan oleh penerima bantuan; atau
b. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.
000.000,00 (lima puluh juta rupiah) vang
dapat dilaksan akan oleh penerima bantuan.
(2) Pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaima-
na dimaksud pada ayat {1} dilakukan secara
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening
penerima ban tuan sarana/prasarana melalui me-
kanisme LS.
{3) Pembayaran ke rekening penerima. bantuan sa-
rana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf b, dapat dilakukan sekaligus.

Pasal 26

(1} Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan
sarana/prasarana yang disalurkan dalam bentuk
barang kepada peherima Bantuan Pemerintah,
PPK menandatangani kontrak pengadaan barang
dengan penyedia barang.

{2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.

(3) Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada
penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dapat termasuk pelaksa-
naan penyaluran barang sampai dengan diterima
oleh penerima Bantuan Pemerintah,

{4} Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam
rangka pengadaan barang yang akan disalurkan

untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan:

secara langsung dari rekening Kas Negara ke rek-

ening penyedia barang melalui mekanisme LS |
{5) Pelaksanaan Penyaluran bantuan sarana/prasa-

rana dalam bentuk barang ke pada penerima Ban-

tuan Pemerintah dilakukan oleh:

ak b PP atan

___PENGUMUNAN/PERATURAN PEMERINTAH

(1)

b. Penvye dia barang dan/atau jasz sesuai kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

Pasal 27

Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam ben-

tuk uang sebagaimana .dimaksud dalam Pasal

24 hurdf a, dilaksanakan berdasarkan perjanjian

kerja sama antara PPK dengan pererima bantuan

sarana/prasarana yang telah ditetapkan dalam

Surat Keputusarj sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (4).

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) paling sedikit memuet;

a. hak dan kewaj iban kedua belah pihak:

b. jumliah dan nilai barang yang akan dihasilkan/
dibeli;

c. jenis dan spesifikasi barang yanyg akan dihasil-
kan/dibeli:

d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
tata cara dan syarat penyaluran

f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan
untuk menghasilkan/membeli barang sesum
dengan jenis dan spesifikasi;

9. pengadaan akan dilakukan secara fran sparan
dan akuntabel;

h. pernyataan kesanggupan penerima bantuan
untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digu-
nakan ke Kas Negara:

i. sanksi:

I+ penyampaian laporan penggunaan dana se-
cara berkala kepada PPK: dan

k. penyampaian laporan pertangcungjawaban
kepada PPK setelah pekerjaan sele sai atay
akhir tahun anggaran.

Pasal 28
[Bersambung]
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Pasal 28 Bantuan Pemerintah.

(1) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam (6) PPK mengesahkan bukti penenmaan uang un-
bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal tuk pembayaran Tahap |l serta menerbitkan SPP \
25 ayat (1} huruf a, dilakukan melalui tahapan setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada
sebagai berikut. ayat (4} telah se suai dengan Petunjuk Teknis pe-
a. Tahap | sebesar 70% dari ke s eluruhan dana nyaluran Bantuan Pemerintah.

pantuan sarana/prasarana setelah perjanjian {7) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada
kerjasama ditandatangani oleh penerima ban- ayat (4) tidak sesual dengan Petunjuk Teknis
tuan dan PPK; penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyamp '

k. Tahap Il sebesar 30% dari keseluruhan dana aikan informasi kepada penerima bantuan untuk
bantuan sarana/prasarana, apabila prestasl melengkapi dan memperbaiki dokumen permo-
pekerjaan telah mencapai 50%. honan.

{(2) Penerima bantuan sarana/prasafana mengajukan (8} SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
permohaonan pembayaran Tahap | sebagaimana ayat {6} disampaikan kepada PP-SPM dengan me-
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan dilampiri: kanisme sebagai berikut:

a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatan- a. Pembayaran Tahap | dilampiri:
gani oleh penerima bantuan sarana/prasarana; 1. Perjanjian kerjasama yang telah ditan-

b. kuitansi bukti penenmaan uang yang telah di- datangani oleh penerima bantuan dan PPK;
tandatangani oleh penerima bantuan sarana/ 2. Kuitansi bukti penenmaan uang yang telah
prasarana. ditandatangani oleh penerima bantuan dan

(3) Penerima bantuan garana/prasarana mengajukan disahkan oleh PPK.
permohonan pembayaran Tahap || sebagaimana b. Pembayaran Tahap Il dilampiri:
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan dilampiri: 1. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah di- ditandatangani cleh penerima bantuan dan

tandatangani oleh penerima bantuan, disahkan oleh PPK;

b. faporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 2. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
yang ditandatangant olen Ketua/Pimpinan pe- yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
nerima bantuan sarana/prasarana. penerima bantuan.

{4}y PPK melakukan pengujian permohonan pem-
bayaran Tahap | bantuan sarana/prasarana seb- ' Pasal 29
agaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tahap Il {1) Penerima baniuan sarana/prasarana dalam ben-
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) sesuai den- tuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
gan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemer- ayat (1) huruf b mengajukan permohaonan pencai-
intah. ran dana kepada PPK dengan dilampiri:

(5) PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan a. perjanjian kerja sama yarig telah ditandatan-
mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pem- gani oleh penerima bantuar; dan
bayaran Tahap | serta menerbitkan SPP setelah b. kuitansi bukti penenmaan uang yang telah di-
penguj ian sebagaimana dimaksud pada ayat {4} tandatangani oleh penerima bantuan.
telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran (2) PPK melakukan pengujian permohonan seb-
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7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/
KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kemen-
terian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri
Keuangan Menandatangani Surat dan atau Kepu-

tusan Menteri Keuangan:

Memperhatikan:
Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/201 T:

MEMUTUSKAN -

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI
KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 OKTOBER 2015
SAMPA| DENGAN 27 OKTORBER 2015.

PERTAMA :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelu-
nasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilaj Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Bea Keluar, dan Fajak Penghasilan vang berlaku un-
tuk tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 27 Ok-
tober 2015, ditetapkan sebagai berikut :

1 Rp.13,549.00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1.

2 Rp. 9,862.44 Untuk Dolar Australia (AUD) i=
3 Rp.10,472.91 Untuk Dolar Kanada (CAD} 1=
4 Rp. 2,088.78 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1,
5 Rp. 1,748.24 Untuk Dolar Hongkong (HKD;} 1,.-
6 Rp. 3,241.14 Untuk Ringagit Malaysia (MYR) 1.
7 Rp. 9,182.29 Untuk Dalar Selandia Bary {NZD}) T
8 Rp. 1,670.73 Untuk Kroner Norwegia {NOK) 1,-
9 Rp.20,880.33 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1,
10Rp. 9,776.48 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1.+
i1 Rp. 1,653.83 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1,-
12Rp.14,216.10 Untuk Franc Swiss (CHF) 1,
13Rp.11,381.49 Untuk Yen Jepang (JPY) i 1G0,-

14 Rp. 10.53  Untuk Kyat Myanmar (MMK)
15Rp.. 208.55 Untuk Rupee India {INR)

16 Rp.44,892 58 Untuk Dinar Kuwait {(KWD)
17Rp.  129.79 Untuk Rupee Pakistan {PKF)
18Rp. 29457 Untuk Peso Philipina (PHP)
19Rp. 3.612.87 Untuk Rival Saudi Arabia {SAR)
20 Rp. 96.22  Untuk Rupes Sri Lanka (LKR)
21 Rp. 383.20 Untuk Bath Thailand {THB)

22Rp. 9,776.32
23 Rp.15,435.06
24 Rp. 2,133.53

25Rp.  11.92

Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)
Untuk Euro Euro (EUR)

Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)
Untuk Won Korea (KRW)

KEDUA:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak
tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs
vang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs
spot harian valyta asing yang bersangkutan dj pasar
internasional terhadap dolar Amerika Serikat yéng
berlaku pada Penutupan hari kerja sebelumnya dan
dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini.

KETIGA:

Keputusan Menter; Keuangan ini berlaku un-
tuk tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 27 Okto-
ber 2015,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2015

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pit. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISiKAL

ttd.

SUAHAZIL NAZARA

(BN )

Business News 8768/23-10-2015




(4)

{1}

(3)

agaimana dimaksud pada ayat {1} yang diajukan

penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis penyal-

uran Bantuan Pemerintah.

PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan

mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang

serta menerbitkan SPP setelah pengujian seb-

agaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesual

dengan petunjuk Teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah.

Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak sesuai déngan Petunjuk Teknis pe-

nyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampai-

kan informasi kepada penerima bantuan untuk

melengkapi dan memperbaiki dokumen permo-

honan.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disam-

paikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:

a. perj anjian kerj asama yang telah ditandatan-
gani oleh penerima bantuan dan PPK;

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK.

Pasal 30

Penerima dana bantuan sarana dan prasarana

dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf a, harus menyampaikan laporan

pertanggung]awaban kepada PPK setelah peker-

jaan selesai atau pada akhir tahun anggaran den-
gan dilampiri:

5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan di-
tandatangani olen 2 (dua) orang saksi;

b. Berita Acarg Serah Terima Barang yang ditan-
datangani oleh Ketua/Pimpinan penerima ban-
tuan; ‘

c. foto/film barang yang dihasitkan/dibeli;

d. daftar perhitungan dana awal, penggunaan
dan sisa dana;

e. surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeliu-
aran ielah disimpan; dan

. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal
terdapat sisa bantuan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaku-

kan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.

PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima

dimaksud

setelah hasil verifikasi sebagaimana

pada ayat {2) telah sesuai dengan perjanjian kerja

(1)

(3)

(1

(2)

(3)

(1

{2}

Bagian Keenam
Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan
Gedung/Bangunan
Pasal 31
Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan se
bagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f diberi-
kan kepada Lembaga Pemerintah atau lembaga
Nonpemerintah.
Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Ge-
dung/Bangunan dapat diberikan dalam bentuk
uang atau barang kepada lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pemban-
gunan gedung/bangunan kepada lembaga seb-
agaimarnia dimaksud pada ayat (1) dilakukan ber-
dasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh
PPK dan disahkan oleh KPA.

Pasal 3 2

Dalam rangka pengadaan bantuan rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang
disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima
Bantuan pemerintah, PPK menandatangani kon-
trak pengadaan barang dengan penyedia barang.
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur mengenal Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.

Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan dalam rangka
pengadaan barang yang akan disalurkan untuk
penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening

penyedia barang melalui mekanisme LS.

Pasal 33
Dalam hal bantuan rehabilitasi dan/atau
bangunan gedung/bangunan dapat dilaksanakan
Pemerintah, ban-

pem-

sendiri oleh penerima Bantuan
tuan dapat diberikan dalam bentuk uang.

Bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1} hanya dapat diperikan kepa-
da lembaga penerima Bantuan Pemerintah seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang
telah mempunyai unit pengelola keuangan dan
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(4)

(5)

(1)

(2)

kegiatan,
Unit pengelola keuangan dan kegiatan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
terdiri dari orang yang mempunyai tanggung
jawab dan wewenang untuk menguji tagihan,
memerintahkan pembayaran dan melaksanakan
pembayaran,

Orang yang mempunyai tanggurig jawab dan we-
wenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ti-
dak boleh saling Mmerangkap.

Penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan/atay
Pembangunan gedung/bangunan dilaksanakan
secara langsung dari rekening Kas Negara ke rek-
ening unit pengelola keuangan dan kegiatan pada
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasai 31
ayat (1) melalui mekanisme LS |

Pasal 34

Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atay

pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk

uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(1) dilakukan berdasarkan perjanj ian kerja sama

antara PPK dengan unit pengelola keuangan dan

kegiatan pada lembaga penerima bantuan.

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud péda

ayat (1), paling sedikit memuat:

a. hak dan kéwajiban kedua belah pihak;

b. jumlah dan njaj rehabilitasi dan/atay pemban-
gunan gedung/bangunan:

C. jenis dan spesifikasi rehabilitagi dan/atau pem-
bangunan ge‘dung/bangunan;

d. jangka wakty penyelesaian pekerjaan;
tata cara dan syarat penyaluran dana;

f. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan
Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan jenis Eian spesifikasi yang telah
ditetapkan;

9. pernyataan kesanggupan pPenerima Bantuan
Pemerintah untuk menye torkan sisa dana
Yang tidak digunakan ke Kas Negara;

h. sanksi:

I Penyampaian laporan penyelesaian pekerjaan
secara berkalg kepada PPK: dan

J. penyampaian laporan pertanggungjwaban ke-
pada PPK setelah pekerjaan sele saj atau akhir
tahun anggaran .

{1)

(2)

(3)

(4)

(5}

{5}

(7)

Pasal 35
Pencairan. dana bantuan

dan/atau

pembangunéh gedung/bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat {1), dilakukan den-

gan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap | sebe sar 70% dari ke s eluruhan dana
bantuan rehabilitasi dan/atay pembangunan

rehabilitasi

gedung/bangunan setelah perjanj ian kerjasa-
ma ditandatangani oleh penerima bantuan dan
PPK; : A

b. Tahap Il sebe sar 30% darii ke seluruhan dana
bantuan rehabilitas; dan/atau p:2mbangunan
gedung/bangunan, apabila ‘prestasi pekerjaan
telah mencapaij 509

Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan

permohonan pencairan Tahap | sebagaimana dj-

maksud pada ayat (1} huruf a dengar dilampiri:

a. perjanj ian kerja sama Yang telah ditan datan-
gani oteh penerima bantuan;

b, kuitansi bukti Penerimaan uang yang telah di-
tandatangani olek penerima bantuan,

Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan

permohonan pencairan Tahap 1| sebagaimana dim

aksud pada ayat (1) huruf b dengan dilampiri:

a. kuitansi bukti Pefnenmaan uang yan g telah di-
tandatangani oleh Penerima bantuan:

b. laparan kemajuan penyelesaian pekearjaan
yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan pe-
nerima bantuan,

PPK  melakukan pengujian  permohonan seb-

agaimana pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai den-

gan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemer:
intah.

FPK

mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pem-

bayaran Tahap | serta menerbitkan SPP setelah

Pengujian sebagairmang dimaksud pada ayat (4)

menandatangani perjanjian kerja tama dan

telah sesuai dengan Petunjuk Teknis.

PPK mengesahkan bukti penerimaan vang un-
tuk pembayarar Tahap |l serta menerbitkan SPP
setelah  pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] telah sesuai dengan Petunjuk Teknis pe

Nyaluran Bantuan Pemerintah,

Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayvat (4) tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis pe-
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(1)

{2)

(3)

nyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampat-

kan informasi kepada penerima bantuan untuk
melengkapi dan memperbaiki dokumen permo-
honan.
gPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) disampaikan kepada PP-SPM dengan me-
kanisme sebagai berikut:
a. Pembayaran Tahap | dilampiri:
1. perj anpan kerjasama yang telah ditan-
datangani oleh penerima bantuan dan PPK;
2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK.
b. Pembayaran Tahap Il dilampiri:
1. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
PPK;
2. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penenma bantuan.

Pasal 36

Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/atau
pembangunan gedung/bangunan harus menyam-
paikan laporan pertanggung]awaban kepada PPK
setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri:

a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang
telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;

b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang
telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan pe-
nerima bantuan;

c. foto/Film pekerjaan yang telah diselesaikan;
Daftar perhitungan dana awal, penggunaan
dan sisa dana;

e. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengelu-
aran telah disimpan; dan

. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal
terdapat sisa bantuan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaku-

kan verifikasi atas laporan pertanggungiawaban :

PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima

setelah hasil verifikasi sebagaitnana dimaksud

pada ayat {2) telah sesuai dengan perjanjian ker-

jasama.

(2)

(3}

Bagian Ketujuh
Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik
Bantuan Pemerintah Yang Ditetapkan Oleh
Pengguna Anggaran
Pasal 37
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Ban-
tuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah
bantuan dalam bentuk uang atau barang dan/
atau jasa yang tidak termasuk dalam Bantuan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a sampai dengan huruf f yang ditetapkan
oleh PA.
Bantuan lainnya yan g memiliki karakteristik Ban-
tuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA seb-
agaiman a dimaksud pada ayat (1) diberikan ke-
pada:
a. Perseorangan;
b. Kelompok Masyarakat;
c. Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non
Pemerintah.
Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karak-
teristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh
PA kepada penerima bantuan diberikan berdasar-
kan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK
dan disahkan oleh KPA.

Pasal 38

Pemberian bantuan lainnya yang memifiki karak-
teristik Bantuan Pemerintah yang dite tapkan oleh
PA kepada penerima ‘pantuan dapat diberikan
dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa.

Penetapan bantuan lamnya yang menmiliki karak-
teristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh
PA dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa
dite tapkan oleh KPA dengan memperhatikan si-

fat dan karakte ri stik bantuan.

Pasal 39
Dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa
untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteri
stik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau

jasa kepada penerima Bantuan pemerintah, PPK
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(2)

(3)

{4)

(3)

menandatangani kontrak pengadaan barang dan /
atau jasa dengan penyedia barang.
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berpedoman pada Peraturan Perun dang-
undangan yang mengatur mengenai Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.
Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan dis-
alurkan kepada Penerima Barituan Pemerintah se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terma-
suk pelaksanaan Penyaluran barang dan/atau jasa
sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan
Pemerintah,
Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetap-
kan oleh PA dalam rangka pengadaan barang
dan/atau jasa ditaksanakan secara langsung dari
rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang
dan/atau jasa melalyi mekanisme Pembayaran
Langsung (LS).
Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya yang
memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang
ditetapkan oleh PA dalam bentuk barang kepada
penerima Bantuan Pemerintah ditakukan oleh:
a. PPK; atau i
b. Penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karak-
teristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh
PA dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan secara
sekaligus atau bertahap.

Penentuan pencairan secara sekaligus atau berta-
hap sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetap-
kan oleh Kuasa PA dengan mempertimbangkan
jumiah dana dan waktu pelaksanaan kegiatah.

Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki ;
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetap- |
kan oleh PA dalam bentuk uang vang diberikan
kepada Persecrangan dilaksanakan secara sekal-

igus berdasarkan Surat Keputusan.

Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki .

karakteristi’k Bantuan Pemerintah yang ditetap-

kan oleh PA yang diberikan kepada Kdompok Ma- |
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(5)

(1)

12)

(3}

(4)

PEMERINTAH

syarakat dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga

Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atay

bertahap berdasarkan Surat Keputusan dan per-

janjian kerjasama antara penerima barntuan lain
nya yang merriiliki karakteristik Bantuan Pemerin-
tah yang ditetapkan oleh PA dengan PPK.

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada |

ayat (4) paling sedikit memuat:

a. hak dan kewaj iban kedua belah pihak;

b. jumlah bantuan yang diberikan;

C. tata cara dan syarat penyaluran;

d. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan
Pemerintah untuk menggunakan bantuan ses-
uai rencana yang telah disepakati;

. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan
Pemerintah untuk Mmenyetorkan sisa dana
vang tidak digunakan ke Kas Negara;

f. sanksi:

9. penyampaian laporan penggunaan dana se-
cara berkala kepada PPK; dan

h. penyampaian
kepada PPK setelah pekerjaan

laporan pertanggungjawaban
selesai atau
akhir tahun anggaran.

Pasal 41
Pembayaran bantuan lainnya yang memiliki kara-
kteristik Bantuan Pemerintah yang dite tapkan
oleh PA yan g diberikan kepada perseorangan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat {3) dis-
alurkan secara langsung dari rekening kas negara
ke rekening penerima bantuan melaluj mekanisme
LS.
Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah atau
lembaga non pemerintah penerima bartuan men-
gajukan permohaonan pembayaran dengan dilam-
piri dokumen pencairan dana sesuai dengan per-
janjian kerjasama,
Pengajuan permo honan pembayarzsn secara
sekaligus atay Tahap [ dilampiri :
a. perjanjian kerjasama yang telah ditand atan-
gani oleh penerima bantuan; dan
b. kui tansi buktj penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan,
Pengajuan permohonan pembayaran Tahap Il dan
selanjutnya dilampiri:
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(5)

(6)

(7)

(9)

(1)

a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah di-
tandatangani oleh penerima bantuan; dan

b. laporan kemajuan penye lesaian pekerjaan
yang ditan datangani oleh Ketua/Pimpinan pe-
nerima bantuan.

PPK melakukan pengujian permohonan pem-

pbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

dan ayat (4) sesuai dengan Petunjuk Teknis pe-

nyaluran Bantuan Pemerintah.

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan

menge sahkan kuitansi bukti penerimaan uang

serta menerbitkan SPP setelah pengujian seb-
agaimana dimaksud pada ayat (B) telah sesual
dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan

Pemerintah.

Dalam hal pengujian Sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis,

PPK menyampaikan informasi kepada penerima

bantuan untuk melengkapi dan‘memperbaiki do-

kumen permohonan .

SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau ta-

hap pertama disampaikan kepada PP-SPM den-

gan dilampiri :

a. perjanj ian kerjasama yang telah ditandatan-
gani oleh penerima bantuan dan PPK;

b. kuitansi bukti penerimaan uang Yyang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK.

SPP untuk pembayaran tahap kedua dan seterus-

nya disampaikan kepada PP- SPM dengan dilam-

piri :

a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disahkan oleh PPK;

b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan pe-
nerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 42
Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau
lembaga non pemerintah penerima bantuan dalam
bentuk uang harus menyampaikan |aporaﬁ per-
tanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan
selesai atau akhir tahun anggaran dengan dilam-

piri:

{2) Berdasarkan iaporan pertanggungj awaban seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaku-
kan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.

(3) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima :

a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan di-
tandatangani oleh 2 {dua) orang saksi;

b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditan-
datangani oleh Ketua/Pimpinan penerima ban-
tuan;

o. foto/film barang yang dihasilkan/dibeli;

d. daftar perhitungan dana awal, penggunaan
dan sisa dana;

e. surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengelu-
aran telah disimpan; dan

f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal
terdapat sisa bantuan.

setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) telah sesuai dengan perjanjian ker-

jasama.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 43

KPA bertanggung jawab atas:

a.

(1)

(2)

pencapaian target kinerja pelaksanaan dan peny-
aluran Bantuan Pemerintah;

transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantu-
an Pemerintah; dan

akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Ban-
tuan Pemerintah.

Pasal 44

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transpar-

ansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyal-

uran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43, KPA melaksanakan monitoring
dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasarn

terhadap :

a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran
Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum
dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ser-
ta ketentuan peraturan terkait lainnya;

b. kesesuaian antara target capaian dengan
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g. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur
untuk menyetorkan bunga dan jasa giro pada
Bank/Pos Penyalur yang timbul dalam rangka
kegiatan penyaluran dana Bantuan Pemerin-
tah ke Kas Negara;

h. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur
untuk menyetorkan sisa dana Bantuan Pemer-
intah yang ticlak tersalurkan sampai dengan
akhir tahun anggaran ke Kas Negara;

i. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur
untuk menyediakan sistem informasi penyal-
uran Bantuan Pemerintah yang clapat cliakses
oleh KPA/PPK; dan

i. Ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan
torhadap salah satu pihak yang meianggai
kontrak/perjanjian kerja sama yang antara lain
memuat denda kepada Bank/Fos Fefydiu
datam hal terjadi keterlambatan penyaluran
yang besarannya disepakat! olen Keuua ucan
pihak.

Kontrak/perjanjian kerja sama sebayaimana di

maksud pada ayat (4) tidak diperkenankan men-

cantumkan klausul potongan aiau pusiyguiae: ter
hadap penerima dana Bantuan Pemerintak.

Dalam hal ketentuan yang tercantum pada kon-

trak/perjanjlan kerja sama melampaui jangka

e i e EnEadaeHal sl L RS

dari Direktur Jenderal Perbendaharaan
eemntuinan dari Nirektur Jenderal
Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada

ayat {6) diajukan oleh PPK disertai dengan penjela-
S4I1 UUGh Japut dicuburlianmyge dana Rantaan Pemeor-

intah dalam waktu 19 {iima Deldb} har halonaer so

Fassssamlsae o es

bagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
rasal 4/

Dalam hal Bank/Pos Penyalur memperkirakan t-
dak dapat menyalurkan dana Bantuan Pemerintah
woouai dongan janoka waktu vang diatur dalam
kontrak/perjanjian kerja sama, Bank/Pos Penyalur
rmomparnailkan surat permohonan perpanjangan
waktu penyaluran kepada PPK.

Curat mormnhnnan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertal dengan penjelasan penyebab ti-

e e e b st ol e a0 S Y PF"mBﬂﬂ

(3)

(4)

(5)

e}

(7}

(8)

tah sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja sama.
PPK melakukan analisa terhadap surat permo-
honan yang diajukan oleh Bank/Pos Penyalur seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2).

PPK menolak permohonan Bank/Pos Penyalur
dalam hal berdasarkan hasil analisa yang dilaku-
kan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tidak cukup alasan bagi Bank/Pos Penyalur
untuk memperpanjang j ngka waktu penyaluran
dana Bantuan Pemerintah.

Dalam hal terdapat cukup alasan bagi Bank/Pos
Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu
penyaluran ddiid Bantuan Pomerintah, PPK men-
gajukan dispensasi perpanjangan waktu penyal-
uran adia batiwuar: M
Jenderal Perbendaharaan.
LiresLu
nyetujui atau menolak permohonan dispensasi
peipan) anygun
Pemerintah.
Persctujuan Direktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat

orimtab Lapada Niraltir

danat me-

DG ul Norkbendaharaan

e Adawma Dantiian

Jenderal Perbendaharaan

Hivlumpeai aldhir tabin anaaaran.

Persetujuan oleh Direktur Jenderal Perbendaha-
raan sebagaimana dimaksud pada avat (7) tidak
mengurangi sanksi Denda keterlambatan seb-
saairana..diatur, dalam kontrak/perjanjian kerja

Pasal 48
Dalam rangka pencairan dana pantuar reimet

intah melalui Bank/Pos Penyalur, PPK mengajukan
appP Rantuan F'Eﬂ‘-ﬂrlnfﬂh kepada PP- SPM yang di-

1QFTI T st gy

. MMambakh  koantrak/oerianiian  kariasamsa

penyaluran Bantuan Pemerintah antara PPK dan Bank/

ruo Cuivyalve-

Pasal 49

(1) Bank/Pos Penyalur menyampaikan lapo ran pe-

nyaluran dana Bantuan Femennn nopado T

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender se-
jak perakhirnya masa penyairar uaiia Dansuan
Pemerintah melalui rekening penenma Bantuan
Pemerintah.

-y g

15
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reahsasi.
{3} KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut

perundang-undangan mengenai pengadaan ba-
rang/jasa pemerintah.

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk (2) Bank/Pos Penyalur yang akan dipilih sebagaima-
perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah. na dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank/Pos
yang telah memiliki perj anjian kerj asama pen-
BAB VII gelolaan rekening milik Kementerian Negara/lLem-

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI baga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan
BANK/POS PENYALUR (3) Bank/Pos yang terpilih menjadi Bank/Pos Peny-
Pasal 45 alur dana Bantuan Pemerintah menandatangani

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyal- kontrak/perjanjian kerja sama dengan PPK.

uran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud {4) Kbntrak/perjanjian kerja sama sebagaimana di-

26

dalam Pasal 3 dalam bentuk uvang yang dilaku-

- maksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

kan dengan mekanisme LS, pencairannya dapat a. -hak dan kewajiban kedua belah pihak;
dilakukan melahii Bank/Pos Penvyalur. b. tata cara dan syarat penyaluran daria Bantuan
{2) Pencairan melalui Bank/Pos Penyalur sebagaima- Pemerintah dalam bentuk uang kepada penen-
na dimaksud pada ayat {1) dilakukan dalam hal ma Bantuan Pemerintah:
jumiah penerima Bantuan Pemerintah dalam ben- C. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur
tuk uang pada satu DIPA lebih dari 100 (seratus) untuk menyalurkan dana Bantuan Femerintah
penerima bantuan, melalm rekening penerima Bantuar Pemerin-
(3) Dalam rangka pencairan dana Bantuan Pemerin- tah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
tah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA ayat (8) paling lama 15 (lima belas) hari kalen-
membuka Rekening Penyaluran Dana Bantuan der sej ak dana Bantuan Pemerintah ditransfer
Pemerintah pada B ank/Pos Penyalur dari Kas Negara ke rekening Bank/Pos Peny-
(4) Pembukaan Rekening Penyaluran Dana Bantuan alur;
Pemerintah pada Bank/Pos Penyalur sebagalma- d. bernyataan kesanggupa_n Bank/Pos 'Penyalur
na dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai untuk menyampaikan laporan kepada PPK
ketentuan mengenai Rekening Penyaluran Dana apabila dana Bantuan Pemerintah yang dis-
Bantuan Sosial dalam Peraturan Menteri Keuan- alurkan melalui rekening penerima Bantuan
gan mengenai rekening milik Kernen terian Nega- Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
ra/Lembaga/Kantor/Sa'tuan Kerja. Pasal 45 ayat (5) ‘tidak terdapat iransaksi/
{5) Pencairan dana Bantuan Pemerintah seb‘agaimé- tidak dipergunakan oleh penerima Bantuan
na dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada pe- Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
nerima Bantuan Pemerintah dengan cara pemin- kalender sej ak- dana Bantuan Pemerintah di-
dahbukuan dari rekening Bank/Pos Penyalur ke trahsfer dari Rekening Bank/Pas Penvalur:
rekening penenma Bantuan Pemerintah. €. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur
(6) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah untuk menyetorkaﬁ ke Kas Negara terhaclap
sebagaimana dimaksud pada ayat (5}, penerima Bantuan Pémerintah yvang disalurkan melalui
bantuan membuka rekening yang khusus digu- rekening penerima Bantuan yang ticlak terj
nakan untuk menampung bantuan pemerintah. acli transaksi/tidak dlpergunakan paling lam-
bat 15 (lima belas) hari kalender sejak diteri-
Pasal 46 manya surat perintah penyetoran clati PPK;
(1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Ban- f. pernyataan kewajiban, Bank/Pos Penyalur un-

tuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1),
Bank/Pos Penvyalur sesuai ketentuan peraturan

PPK melakukan pemilihan

tuk menyampaikan laporan penyaluran dana
Bantuan Pemerintah secara berkala kepada
PPK;
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(2} Dalam hal berdasarkan laporan Bank/Pos Penyalur ticlak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
rekening penerima dana Bantuan Pemenntah penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaima-
vang tidak terdapat tran saksi/tidak dlpergunak- na dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan pada ta-
an, PPK memerintahkan bank/pos penyalur untuk hun anggaran berikutnya.
membekukan sementara rekening penerima dana {6) Penyetoran dana Bantuan Pemerintah dan bunga/
Bantuan Pemerintah. jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan peny-

aluran dana Bantuan Pemerintah, surat setoran-
Pasal 50 nya dibuat secara terpisah.

(1) PPK melakukan penelitian terhadap laporan Bank/ = (7) Tata cara penyetoran dana Bantuan Pemerintah
Pos Penyal ur sebagaimana dimaksud dalam Pas- se[‘)agaimana dimaksud pada ayat (2), ayat {5),
al 49 ayat (1). dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dangan Per-

{2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} aturan Menteri Keuangan yang mengatur sistem
diselesaikan oleh PPK paling lambat 30 (tiga psnerimaan negara secara elektronik.
puluh) hari kalender sejak diterima laporan dari (8) Untuk keperluan penyusunan laporan pertang-
Bank/Pos Penyalur. gungjawabar, penyetoran sisa dana Bantuan

(3) Berdasarkan hasil penelitian, PPK segara memer. Pemcrintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
intahkan Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan dan ayat (5}, dilampir dengan daftar penerima
dana Bantuan Pemerintah vang berdasarkan ha- Bantuan Pemerintal.
sil penelitian belum tersalurkan sampai dengan (9) Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan kepa-

batas waktu yang tercantum dalam kontrak/per-

Jan“an ke”a sama sebanaimana Au-nnll.-. SAN AR
sainya penelitian sebagaimana dimaksud nada

da PPK atas dana Bantuan Pemerintah yang telah
CiEeeemaplaun nGiiuan dids Seloran dana yang ti-

pa . .
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i L PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pacla
tanggal diundangkan.

Agar setiap arang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Diundangkan di Jakarta
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Pada tanggal 1 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLI K INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1340

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{BN)

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
UMUM KETENAGALISTRIKAN

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 24 Tahun 2015, tanggal 5 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
7 ayat {4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ten-
tang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenag-

alistrikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan [Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lem-
baran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5052);

2. Peraturan Pemerintah Nomar 14 Tahun 2012

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Lis-
trik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5530);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20714
tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 5609):

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014

tanggal 27 Oktober 2014;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-

eral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi




